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Disdukcapil (Population and Civil Registration Service) of Bantul Regency based on 
Permendagri No.2 of 2016 concerning Child Identity Card to meet the identified needs of 
children, where KIA, in this case, is intended to be the same as KTP-EL, namely as a sign of 
population, the difference is KTP-EL is intended to be owned by people aged 17 years and 
over, while KIA is for children under 17 years of age. Through technological advances like 
today, the millennial era is of course very updated regarding various attractive offers such as 
discounts or information that are beneficial to millennials, for this reason, the Bantul Regency 
Disdukcapil seeks to maximize their performance to continue to support the number of KIA 
making, especially in Bantul Regency. The method used in this research is descriptive 
qualitative research. Based on the results found by researchers through the concept of 
effectiveness using 3 variables, namely Goal Achievement, Integration, and Adaptation. From 
the results of this study, the researchers concluded that the effectiveness of MCH issuance 
through the Dukcapil Smart application in Bantul Regency in 2019 is quite effective in 
making MCH through the Dukcapil Smart application but has not been effective in adapting 
MCH applications through the Dukcapil Smart application. 
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PENDAHULUAN  
Teknologi merupakan bentuk perkembangan yang sangat 

pesat di seluruh dunia. Tanpa sadar seluruh masyarakat 

dituntut untuk mengetahui penggunaan teknologi baik secara 

smartphone ataupun komputer. Revolusi dalam bidang 

teknologi di Indonesia saat ini dapat dikatakan sangat 

berkembang baik, melalui revolusi inilah pemerintah 

melakukan perbaikan pada kinerja pemerintahan. Tak lepas 

dari meningkatnya teknologi maka pemerintah berupaya 

melibatkan peran masyarakat dalam kemajuan suatu daerah 

maupun wilayah. Hal ini tentunya mendorong pemerintah 

untuk terus berinovasi dalam bidang teknologi dan 

meningkatkan pemberian hak masyarakat yaitu pelayanan 

publik. 

Pelayanan kepada masayarakat oleh Pemerintah semakin 

berkembang kearah E-government sebagai upaya untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya 

pelayanan informasi serta penerapan good governance dalam 

menunjang aktivitas pemerintahan Sebagai bukti nyata dalam 

mewujudkan peningkatan kualitas khususnya di pelayanan 

publik secara bertahap agar tercapainya pelayanan publik yang 

prima (Reiza Macella, 2020; Wulanadary et al., 2019). Selain 

memberikan pelayanan public melalui e-government, pemerintah 

juga memberikan pelayanan melalui m-government. M-

government adalah penggunaan teknologi smartphone dalam 

administrasi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat melalui smartphone. E-government dan m-government 

merupakan satu kesatuan inovasi yang dibentuk pemerintah 

dalam penerapan pelayanan publik, dimana m-government 

didasari oleh e-government. Kabupaten Bantul saat ini telah 

menerapkan sistem e-government dan m-government melalui 

aplikasi dan web untuk memberikan kemudahan bagi 

pengguna baik melalui aplikasi untuk melakukan pengajuan 

pelayanan ataupun web untuk mengetahui beberapa informasi 

publik. 

Kebijakan Kartu Indentitas Anak sudah diterapkan 

dibergai daerah di Indonesia berdasarkan Permendagri No.2 

tahun 2016 yang mewajibkan penduduk di bawah 17 tahun 

untuk memiliki KIA (Albar, 2018). Bandung, Lampung, 

semarang, kota Yogyakarta, Pontianak  dan Denpasar adalah 

beberapa daerah yang sudah menerapkan kebijakan tersebut 

(Afrizal, 2017; Apriliani, 2020; Arista & Suderana, 2019; Sri 

Hardjanto, 2019).  Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. 

Disdukcapil Kota Yogyakarta memberikan fasilitas diskon dan 

berbagai kemudahan untuk pelayanan publik. Kemudahan dan 

inovasi untuk memudahkan masayarakat secara sederhana 

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan 

membentuk petugas registrasi gampong (PRG). PRG bertugas 

untuk mengurus adminduk masyarakat ke Disdukcapil (Ikhsan 

et al., 2020). Selain kota Jogyakarta KIA juga sudah diterapkan 

di Semarang dengan berbagai tantangan Pemerintah Daerah 

Kota Semarang dalam melaksanakan penerbitan KIA membuat 

PERDA No.4 Tahun 2016, namun pelaksanaannya pada tahun 

2017. Keterlambatan pelaksanaan KIA karena masalah cakupan 

kepemilikan Akta Kelahiran anak yang masih kurang. 

Persiapan yang dilakukan Pemda Kota Semarang dalam rangka 

pelaksanaan KIA di tahun 2017 adalah mengumpulkan data 

anak-anak, membahas penambahan manfaat KIA dengan 

beberapa pihak dinas dan pihak swasta, melakukan studi 
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banding ke daerah yang sudah melaksanakan KIA dan dasar 

pengaturannya (Sri Hardjanto, 2019).  

Disdukcapil (Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil) 

Kabupaten Bantul berdasarkan Permendagri No.2 Tahun 2016 

tentang Kartu Indentitas Anak dalam upaya memenuhi 

kebutuhan identitas anak yang dimana KIA dalam hal ini 

dimaksudkan bertujuan sama dengan KTP-EL, yaitu sebagai 

tanda kependudukan, bedanya KTP-EL ditujukan wajib 

dimiliki oleh masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas, 

sedangkan KIA diperuntukkan bagi anak-anak di bawah umur 

17 tahun. Melalui kemajuan teknologi seperti saat ini, era 

milenial tentunya sangat update terkait berbagai tawaran 

menarik seperti diskon ataupun informasi yang 

menguntungkan bagi kaum milenial, untuk itu Disdukcapil 

Kabupaten Bantul berupaya memaksimalkan kinerja mereka 

untuk terus menunjang angka pembuatan KIA khususnya di 

Kabupaten Bantul. Penelitian ini membahas tentang efektivitas 

dalam penerbitan Kartu Identitas Anak melalui aplikasi 

Dukcapil Smart dimana saat ini di launchingnya aplikasi 

tersebut guna mempermudah masyarakat mengurus 

Adminduk."  Melihat dari latar belakang masalah yang 

diceritakan penulis, maka dirumuskan masalah yang akan 

dibahas dalam proposal ini, yaitu: Bagaimana efektivitas 

penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) melalui aplikasi 

Dukcapil Smart Kabupaten Bantul Tahun 2019? Tujuan 

penelitian untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerbitan 

KIA (Kartu Identitas Anak) melalui aplikasi Dukcapil Smart 

Kabupaten Bantul Tahun 2019. 

 
METODE 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif dimana dalam analisanya nanti 

berdasarkan kemampuan dan hasil telaah peneliti dalam 

menghubungkan fakta lapangan, informasi yang didapatkan 

dan data yang ada. Metode penelitian kualitatif digunakan 

sebagai prosedur dalam penelitian ini yang menghasilkan data 

deskriptif, yaitu menggambarkan fakta yang ditemukan di 

lapangan baik berupa tulisan ataupun lisan yang didapatkan 

dari berbagai sumber yang ditemui. Adapun teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive Sampling yaitu dalam metode ini menggunakan kriteria 

yang telah dipilih oleh peneliti dalam memili sampel (Creswell, 

2014; Sugiyono, 2012).  

Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa 

kualitatif, dimana data yang didapatkan diklarifikasikan dan 

digambarkan dengan kalimat yang mudah dipahami. Kemudian 

akan dianalisa berdasarkan objek yang diteliti dan akan 

ditafsirkan dengan data atau dasar teori yang sudah ada 

sehingga mampu dinilai hasilnya secara menyeluruh. Semua 

data diperoleh dari wawancara, naskah, dokumentasi, 

dokumen resmi yang bersifat pribadi dan dokumen lain yang 

mendukung keabsahan dalam memperoleh data penelitian 

(Creswell, 2014; Sugiyono, 2012). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Masyarakat Suku Bajo dikenal sebagai manusia laut atau 

manusia perahu. Mereka menyebut diri mereka (termasuk 

Suku Bajo lainnya) dengan sebutan sama’. Sedangkan untuk 

orang lain (yang bukan merupakan Suku Bajo), Suku Bajo 

menyebutnya dengan istilah bagai. Dahulu, mereka tinggal di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bantul berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 terkait 

Adminduk Secara Daring maka seluruh administrasi 

kependudukan (Adminduk) di setiap daerah dilakukan secara 

daring/online (Sutanta & Khabib, 2012) . Dimaksud dalam hal 

ini ialah bertujuan untuk menuju Go-Digital, dikarenakan 

melihat perkembangan zaman dimana hampir setiap 

masyarakat telah memiliki smartphone maka pada awal tahun 

2019 Disdukcapil Kabupaten Bantul telah melaunching aplikasi 

Dukcapil Smart guna mempermudah pelayanan bagi masyarakat 

untuk mengurus Adminduk. Aplikasi Dukcapil Smart 

menyediakan 9 fitur pelayanan yang dapat diakses 

pelayanannya, adapun 9 fitur pelayanan seperti: KTP EL, KIA, 

Smart On, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, 

Akta Perceraian, Pindah Keluar dan Pindah Datang. 

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan tiga indicator 

yaitu, Pencapaian Tujuan, Integritas dan Adaptasi (Steer, 1985). 

Hasil dari pembahasan peneliti terkait Efektivitas Penerbitan 

KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart di Kabupaten Bantul 

tahun 2019 : 

 
Pencapaian Tujuan 

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada kesesuaian 

penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) melalui aplikasi 

Dukcapil Smart apakah sudah sesuai dengan Permendagri No.7 

Tahun 2019.  

Paulus Eko Ananto, S.H,M.Sc selaku Kepala Seksi Identitas 

Penduduk mengungkapkan bahwa:  

“…Dulu itu kalo mau buat KIA, orangtua harus datang ke 

Dukcapil Bantul dulu biar bisa mengajukan permohonan 

pembuatan KIA anak dengan melampirkan syarat-syarat yang 

sudah ada, namun sejak dilaunchingnya aplikasi Dukcapil 

Smart dan juga berdasarkan Permendagri No 2 Tahun 2016 

tentang wajib memiliki KIA bagi anak usia di bawah 17 tahun 

dan berdasarkan Permendagri No.7 Tahun 2019 maka kami 

memberikan kemudahan pada masyarakat untuk membuat KIA 

tanpa harus datang ke Dukcapil Bantul yaitu dengan 

dilaunchingnya aplikasi Dukcapil Smart”. (Wawancara, 13 

Desember 2019). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditelaah 

maksud dari narasumber ialah sejak diterbitkannya aplikasi 

Dukcapil Smart berdasarkan Permendagri No 7 tahun 2019 

tentang Adminduk Secara daring/online, maka seluruh proses 

pengurusan administrasi kependudukan di Disdukcapil 

Kabupaten Bantul dilakukan secara online atau lebih tepatnya 

lebih mudah dilakukan hanya melalui smartphone. Dengan 

adanya aplikasi Dukcapil Smart yang menyediakan berbagai 

jenis pelayanan maka masyakarat khususnya yang ingin 

mengurus adminstrasi kependudukan seperti pengajuan 

pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) akan lebih mudah 

melalui aplikasi Dukcapil Smart. 

 
Tabel 1. Daftar Narasumber Penelitian 

NO NAMA PEKERJAAN ALAMAT 

1 Tati Latifah 
Ibu Rumah Tangga 

(IRT) 
Sedayu, Bantul 

2 Elva Warli 
IRT sekaligus 

Karyawan Swasta 
Banguntapan, 

Bantul 

3 Sri Pamularsih 

Pendamping Kasus 
di Sentra Advokasi 
Perempuan Difabel 

dan Anak 

Kasihan, Bantul 

4 Fahril Hidayat Wiraswasta Banguntapan 
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5 
Raizaada 

Balqist 
Nurhalisa 

Pelajar (SMA N 1 
Sedayu) 

Sedayu, Bantul 

6 Siti 
Ibu Rumah Tangga 

(IRT) 
Kasihan, Bantul 

7 Sulis 
Ibu Rumah Tangga 

(IRT) 
Soboman, Bantul 

8 
Heti 

Purwaningsih 
PNS Pensiunan 
Muhammadiyah 

Kurahan, Bantul 

9 
Ribut Budi 

Santoso 
Wiraswasta Pundong, Bantul 

10 Ardiyanto Arif Security Dlingo, Bantul 

11 
Rury 

Handayani 
ABM PT GSI 

Banguntapan, 
Bantul 

12 Rindi SMA N 1 Sedayu Sedayu, Bantul 

13 
Ahmad Bharul 

Shobib 
Karyawan Swasta 

Banguntapan, 
Bantul 

14 
Sulchan 
Fathoni 

Wiraswasta 
Banguntapan, 

Bantul 

15 
Ilham 

Adhitama 
Teknisi Indihome Pundong, Bantul 

 
Tabel 2. Jumlah Anak usia di bawah 17 Tahun Kabupaten 
Bantul Tahun 2019 

UMUR KECAMATAN JUMLAH 

<= 1 tahun Srandakan 7418 
2 tahun Sanden 7220 
3 tahun Kretek 7044 
4 tahun Pundong 8539 
5 tahun Bambang Lipuro 9923 
6 tahun Pandak 12.400 
7 tahun Pajangan 9187 
8 tahun Bantul 16.154 
9 tahun Jetis 14.717 
10 tahun Imogiri 15.904 
11 tahun Dlingo 9392 
12 tahun Banguntapan 30.429 
13 tahun Pleret 13.393 
14 tahun Piyungan 13.943 
15 tahun Sewom 25.545 
16 tahun Kasihan 26.676 
17 tahun Sedayu 11.974 

<1Th-17Th TOTAL 239.858 

 
Tabel 3. Jumlah Permohonan Cetak KIA Melalui Aplikasi 
Dukcapil Smart Bantul Tahun 2019 

No Bulan 
Jumlah 

Permohonan 
Keterangan 

1 Januari 0 Aplikasi belum aktif 
2 Februari 0 Aplikasi belum aktif 
3 Maret 0 Aplikasi belum aktif 
4 April 0 Aplikasi belum aktif 
5 Mei 6 Aktif 
6 Juni 28 Aktif 
7 Juli 47 Aktif 
8 Agustus 87 Aktif 
9 September 83 Aktif 
10 Oktober 61 Aktif 
11 November 11 Aktif 
12 Desember 19 Aktif 

         
 
Tabel 4. Jumlah Cetak KIA Kabupaten Bantul Tahun 2019 

NO BULAN Jumlah Cetak 

1 Januari 4.024 
2 Februari 2.644 
3 Maret 2.554 
4 April 2.863 
5 Mei 3.511 
6 Juni 2.951 
7 Juli 5.407 
8 Agustus 7.955 

9 September 16.095 
10 Oktober 18.457 
11 November 5.124 
12 Desember 3.947 
 Jumlah 75.532 

 

Menelaah dari ketiga tabel di atas, dapat dilihat bahwa 

jumlah anak usia < 17 Tahun Kabupaten Bantul pada tahun 2019 

berjumlah 239.858 anak dan pengajuan penerbitan Kartu 

Identitas Anak (KIA) pada aplikasi Dukcapil Smart pada tahun 

2019 berjumlah 342 KIA yang diajukan melalui Aplikasi 

Dukcapil Smart sedangkan jumlah cetak KIA baik offline 

ataupun online di Disdukcapil ataupun Dukcapil Smart 

Kabupaten Bantul berjumlah 75.532 KIA. Jumlah ini tentunya 

sangat jauh berbeda dari target Disdukcapil Kabupaten Bantul 

dalam penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart. Dengan 

adanya aplikasi Dukcapil Smart yang dilaunchingkan 

Disdukcapil Kabupaten Bantul seharusnya menghasilkan lebih 

banyaknya penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart 

dibandingkan jumlah cetak KIA keseluruhan. Aplikasi 

Dukcapil Smart tentunya diharapkan dapat memudahkan 

masyarakat Kabupaten Bantul dalam mempermudah pelayanan 

administrasi penduduk secara daring (Zainuddin, 2019). Untuk 

itu disimpulkan bahwa Aplikasi Dukcapil Smart yang dibuat 

oleh Disdukcapil Kabupaten Bantul dapat dinilai kurang efektif 

dalam penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart 

Kabupaten Bantul. 

Aplikasi Dukcapil Smart merupakan suatu aplikasi yang 

telah terintegrasi menjadi pelayanan yang mencakup berbagai 

pelayanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatatan Sipil Kabupaten Bantul. Pada aplikasi Dukcapil 

Smart terdapat fitur KIA (Kartu Identitas Anak) yang dimana 

KIA berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Kartu Identitas Anak wajib dimiliki penduduk yang berusia 

dibawah 17 tahun sebagai kartu identitas anak. Program yang 

dibuat KIA tentunya harus menarik perhatian masyarakat 

untuk mengajukan penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil 

Smart. 

Berdasarkan telaah peneliti dari hasil pembahasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa penerbitan KIA melalui aplikasi 

Dukcapil Smart sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 7 

tahun 2019 yaitu dilakukannya administrasi kependudukan 

secara daring / online. 

Setelah dilaunching aplikasi Dukcapil Smart maka 

Disdukcapil Kabupaten Bantul pastilah memiliki input dan 

output dari penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart 

untuk menilai seberapa efektif adanya aplikasi Dukcapil Smart 

dalam hal penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Input dalam 

hal ini dimaksudkan ialah prosess penerbitan KIA melalui 

aplikasi Dukcapil Smart, dimana jumlah pengajuan penerbitan 

Kartu Identitas Anak akan di ajukan melalui aplikasi dan dari 

Disdukcapil Kabupaten Bantul akan memproses pengajuan 

masyarakat yang diajukan melalui aplikasi Dukcapil Smart. 

Sedangkan yang dimaksud output dalam hal ini ialah output 

penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart berupa Kartu 

Identitas Anak yang dimana setelah pengajuan penerbitan 

melalui aplikasi Dukcapil Smart telah selesai di proses maka 

anak atau orangtua yang mewakili tinggal menunggu KIA 

tersebut dikirim ke Kelurahan, Kecamatan atau Desa. 
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Integritas 

Aplikasi Dukcapil Smart merupakan suatu aplikasi yang 

telah terintegrasi menjadi pelayanan yang mencakup berbagai 

pelayanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatatan Sipil Kabupaten Bantul. Pada aplikasi Dukcapil 

Smart terdapat fitur KIA (Kartu Identitas Anak) yang dimana 

KIA berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Kartu Identitas Anak wajib dimiliki penduduk yang berusia 

dibawah 17 tahun sebagai kartu identitas anak. Program yang 

dibuat KIA tentunya harus menarik perhatian masyarakat 

untuk mengajukan penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil 

Smart. 

Gambar 1. Warga Bantul Menerima KK, KIA, Akta Kelahiran 
pengajuan melalui aplikasi Dukcapil Smart 

 

Adapun proses dalam penerbitan KIA melalui aplikasi 

Dukcapil Smart berdasarkan dengan ketepatan dari suatu 

prosedur yang berlaku. Proses penerbitan KIA melalui aplikasi 

Dukcapil Smart dalam hal ini cukup dengan melampirkan 

beberapa persyaratan sesuai prosedur yang diberlakukan oleh 

Disdukcapil Kabupaten Bantul. Adapun proses pengajuan 

untuk pembuatan Kartu Identitas Anak melalui aplikasi 

Dukcapil Smart cukup melampirkan Akta kelahiran, Kartu 

Keluarga, KTP orangtua dan akan diproses selama 1-2 hari. 

Lebih mudahnya lagi, kita hanya perlu mengajukan 

permohonan penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart 

dari rumah dan dapat memantau proses KIA di halaman depan 

KIA. Setelah proses selesai, maka KIA dapat diambil di 

Disdukcapil Kabupaten Bantul. Bagi yang rumahnya jauh, maka 

Disdukcapil Kabupaten Bantul akan mengirim KIA yang telah 

diterbitkan ke Kecamatan, Desa atau Kelurahan yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang Kartu 

Identitas Anak bahwa semua anak yang usianya <17 Tahun 

wajib memiliki KIA sebagai kartu identitas mereka. KIA bagi 

anak sama halnya seperti KTP yang wajib dimiliki masyarakat 

berusia >17 Tahun. Masyarakat di Kabupaten Bantul telah 

mengindahkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantul 

dengan membyat KIA untuk anak mereka. Setelah Disdukcapil 

Kabupaten Bantul melaunching aplikasi Dukcapil Smart maka 

semakin mudah pula peluang bagi masyarakat Kabupaten 

Bantul untuk mengurus administrasi secara daring. Proses 

penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart seperti yang 

telah dibahas peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa 

penerbitaan KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart sudah sangat 

efisien melihat dari proses ketepatan waktu yang ditentukan. 

 
 

Adaptasi  
Pelayanan yang di berikan Pemerintah Pusat melalui OPD 

seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bantul tentunya tidak terhindar dari adanya kendala dalam 

proses pelayanan (Irwantoro, 2018). Namun kendala yang ada 

tentunya tidak membuat Disdukcapil Kabupaten Bantul 

menyerah untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapinya. 

Untuk itu diperlukannya suatu ide atau inovasi dari OPD 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam pengelolaan 

proses pelayanan tentunya diperlukan adaptasi pelaksanaan 

program, seperti pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak 

yang awal pengurusannya harus mendatangi Disdukcapil 

Kabupaten Bantul untuk melakukan pengajuan administrasi 

kependudukan, hal ini tentunya memerlukan waktu luang agar 

menyempatkan datang ke Disdukcapil Kabupaten Bantul 

melakukan administrasi tersebut. Untuk itu, Disdukcapil 

Kabupaten Bantul mempunyai cara dengan membuat aplikasi 

Dukcapil Smart agar memudahkan pelayanan administrasi bisa 

digunakan masyarakat secara daring. 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian pada bab 

pembahasan di atas, maka penelitian yang dilakukan dengan 

judul “Efektivitas Penerbitan KIA Melalui Aplikasi Dukcapil 

Smart Kabupaten Bantul Tahun 2019”. Peneliti menyimpulkan 

bahwa: 

-Kesesuaian penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil 

Smart apakah sesuai dengan Permendagri No. 7 Tahun 2019. 

Meninjau dari hasil pembahasan peneliti yang telah dijelaskan 

di atas, maka dapat disimpulkan terkait kesesuaian penerbitan 

KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart bahwa telah sesuai 

dengan Permendagri Nomor 7 tahun 2019 tentang administrasi 

kependudukan dilakukan secara daring. Masyarakat tidak 

perlu lagi datang ke Disdukcapil Kabupaten Bantul untuk 

mengantri dalam hal proses pengajuan penerbitan KIA. Hal ini 

tentunya dapat dikatakan sudah efektif dalam hal kesesuaian 

penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart.  

-Input dan Output dari penerbitan KIA melalui aplikasi 

Dukcapil Smart. Menelaah dari data yang telah dipaparkan 

peneliti pada point kedua indikator pertama dijelaskan bahwa 

jumlah usia anak < 17 tahun berjumlah 239.858 jiwa sedangkan 

penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart berjumlah 342 

Kartu Identitas Anak. Hal ini tentunya dapat disimpulkan 

bahwa penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart belum 

efektif. Mengapa demikian? Dikarenakan masyarakat 

melakukan pengajuan pembuatan KIA secara kolektif ataupun 

datang langsung ke Disdukcapil Kabupaten Bantul. Penerbitan 

KIA di Disdukcapil Kabupaten Bantul berjumlah 75.532 Kartu 

anak. Menelaah dengan adanya pelayanan penerbitan KIA 

melalui aplikasi Dukcapil Smart dinilai  belum efektif.  

-Proses dalam penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil 

Smart berdasarkan dengan ketepatan dari suatu prosedur. 

Menelaah dari hasil pembahasan peneliti di atas dapat 

disimpulkan bahwa proses dalam penerbitan KIA melalui 

aplikasi Dukcapil Smart berdasarkan dengan ketepatan dari 

suatu prosedur dinilai sudah sangat efektif. Dikarenakan proses 

dalam pengajuan penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil 

Smart dapat dikatakan cukup cepat dengan durasi 1-2hari.  

-Sosialiasi terhadap masyarakat terkait penerbitan KIA 

melalui aplikasi Dukcapil Smart. Menelaah dari hasil 

pembahasan peneliti di atas maka terkait sosialisasi terhadap 
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masyarakat tentang penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil 

Smart dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dari Disdukcapil 

Kabupaten Bantul terhadap penerbitan KIA melalui aplikasi 

Dukcapil Smart dinilai belum efektif. Dikarenakan melihat dari 

jumlah antusias masyarakat dalam menggunakan pelayanan 

penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart. 

-Adanya suatu inovasi atau terobosan oleh pihak 

Disdukcapil Bantul dalam menciptakan pelayanan yang baik 

dan benar. Dalam hal ini dapat disimpulkan terkait inovasi 

Disdukcapil Kabupaten Bantul yaitu telah dilaunching-nya 

aplikasi Dukcapil Smart untuk mempermudah masyarakat 

Kabupaten Bantul dalam melakukan administrasi 

kependudukan tanpa harus datang ke Disdukcapil Kabupaten 

Bantul mengantri. Hal ini tentunya dapat dikatakan efektif 

terkait terobosan yang dibuat oleh Disdukcapil Kabupaten 

Bantul. 

-Penerbitan KIA melalui aplikasi Dukcapil Smart dapat di 

akses oleh masyarakat. Aplikasi Dukcapil Smart yang dibuat 

oleh Disdukcapil Kabupaten Bantul tentunya dapat diakses 

oleh masyarakat. Namun,  yang dapat mengakses aplikasi 

Dukcapil Smart ini ialah masyarakat yang berdomisili di 

Kabupaten Bantul. Adapun pengaksesan dalam penerbitan KIA 

melalui aplikasi Dukcapil Smart dapat diakses oleh satu KK. 

Untuk login  aplikasi Dukcapil Smart diperlukan satu KK dan 

satu NIK. Jika ada keluarga pihak lain yang menggunakan KK 

tersebut dan berbeda NIK maka tidak dapat login dikarenakan 

KK tersebut sudah dipakai oleh keluarga lainnya. Kesimpulan 

dari point ini ialah hal ini tentunya tidak efektif karena masih 

adanya kendala pada saat ingin login menggunakan 1 KK 

(Kartu Keluarga) yang telah digunakan oleh keluarga lainnya. 

Hal ini tentunya juga menjadi keluhan bagi masyarakat yang 

ingin menggunakan aplikasi Dukcapil Smart namun harus login 

dengan KK yang berbeda. 
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